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BUPATI PARIGI MOUTONG,

a. bahw a Pajak Daerah m erupakan sai ah sa tu  sum ber 
Pendapatan Asli D aerah yang m em punyai fungsi penting 
dalam  pem biayaan a tas  penyelenggaraan pem erintahan 
daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan tetap 
m em pertim bangkan prinsip keadilan, propor sional, 
dem okratis, dan berkeadilan serta  bertanggungjawab dalam  
pelaksanaannya;

b. bahw a dengan telah diubahnya Peraturan Perda Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, serta  teijadinya 
perubahan  regulasi yang m engatur ten tang  Organisasi 
Perangkat Daerah, perlu m elakukan penyesuaian dan 
perubahan  a ta s  Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan 
Pajak Hiburan;

c. bahw a u n tu k  m em berikan landasan  dan kepastian hukum  
m engenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, 
Restoran Dan Pajak Hiburan, perlu ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati;

d. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana dim aksud 
dalam  h u ru f a, h u ru f b, dan h u ru f c, perlu m enetapkan 
Peraturan Bupati ten tang  Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 24 Tahun 2013 ten tang  Petunjuk Pelaksanaan Pajak 
Hotel, Restoran Dan Pajak Hiburan;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang K etentuan 
Umum Tata C ara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaim ana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 211, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ten tang  Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan S urat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaim ana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
129, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987);



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang 
Pem bentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi 
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 23, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4185);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
D aerah Dan Retribusi D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2009 Nomor 130, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaim ana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

8. Peraturan  Pem erintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang  Jen is 
Pajak Daerah Yang D ipungut Berdasarkan Ketetapan 
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4567);

9. Peraturan Pem erintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
K etentuan Umum Dan Tata Cara Pem ungutan Pajak D aerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950);

10. Peraturan D aerah Nomor 7 Tahun 2012 ten tang  Pajak 
D aerah (Lembaran D aerah Kabupaten Parigi Moutong 
Tahun 2012 Nomor 26, Tam bahan Lembaran D aerah 
Kabupaten Parigi Moutong Nomor 131) sebagaim ana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 
(Lembaran D aerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 
Nomor 48, Tam bahan Lembaran D aerah Kabupaten Parigi 
Moutong Nomor 151);

11. Peraturan  Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak H iburan 
(Berita Daerah K abupaten Parigi Moutong Tahun 2013 
Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN 
PAJAK HIBURAN.

P asalI
K etentuan dalam  Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pajak Hotel, Restoran Dan Pajak H iburan (Berita Daerah Kabupaten 
Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut :



1. K etentuan angka 2 clan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berìkut :

Pasal 1
Dalam Peraturan  Bupati ini yang dim aksud dengan :
1. D aerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pem erintah D aerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan 

D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru sa n  pem erintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Penjabat adalah Pegawai yang diberi tugas terten tu  di bidang Perpajakan 

D aerah sesuai dengan Peraturan  Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekum pulan orang d a n /a ta u  Modal yang m erupakan kesatuan  

baik yang m elakukan u sah a  m aupun  yang tidak m elakukan u sa h a  yang 
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan 
U saha Milik Negara (BUMN) a tau  Badan U saha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nam a dan dalam  bentuk  apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, D ana Pensiun, 
Persekutuan, Perkum pulan, Yayasan Organisasi M assa, Organisasi Politik atau  
organisasi yang sejenis Lembaga, ben tuk  U saha te tap  dan badan lainnya.

6. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

7. Hotel adalah B angunan yang k h u su s  disediakan bagi orang u n tu k  dapat 
m enginap /istirahat memperoleh pelayanan d a n /a ta u  fasilitas lainnya yang 
dipungut bayaran , term asuk bangunan  lainnya yang m enyatu dikelola dan 
dimiliki oleh pihak yang sam a, yang m encakup juga motel, losmen, gubuk 
pariw isata, wism a pariw isata, pesanggrahan, rum ah penginapan dan 
sejenisnya, serta  rum ah kos dengan jum lah  kam ar lebih dari sepuluh.

8. Pajak Hotel adalah Pajak a tas  pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pengusaha Hotel adalah Perorangan a tau  badan yang m enyelenggarakan u sah a  

u n tu k  dan a tas  nam a sendiri a tau  u n tu k  dan a ta s  nam a pihak lain yang 
m enjadi tanggungannya.

10. Pajak Restoran adalah Pajak a tas  Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia m akanan  d a n /a ta u  m inum an dengan 

dipungut bayaran, yang m encakup juga  rum ah m akan, kafetaria, kantin , 
warung, bar, dan  sejenisnya term asuk ja sa  boga/katering.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi a tau  badan yang m enuru t ketentuan  
Peraturan  Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan un tu k  
m elakukan Pem bayaran Pajak yang terutang, term asuk pem ungutan atau  
pem otongan Pajak tertentu.

13.Subjek Pajak adalah orang pribadi a tau  badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Masa pajak adalah jangka w aktu yang lam anya sam a dengan 1 (satu) bulan 

kalender a tau  j angka w aktu lain yang d ia tu r dengan pera turan  Kepala Daerah 
paling lam a 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak u n tu k  
m enghitung, menyetor, dan  m elaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun pajak  adalah jangka  w aktu yang lam anya 1 (satu) tah u n  kalender, 
kecuali bila Wajib Pajak m enggunakan Tahun Buku yang tidak sam a dengan 
tah u n  kalender.

16. Pajak yang teru tang  adalah  Pajak yang h a ru s  dibayar pada saa t dalam  m asa 
pajak, dalam  tah u n  pajak, a tau  dalam  bagian tah u n  pajak sesuai dengan 
keten tuan  Peraturan  Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

17. Pem ungutan adalah su a tu  rangkaian kegiatan m ulai dari penghim punan data  
obyek a tau  subyek pajak, penentuan  besam ya pajak yang teru tang  sam pai 
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta  pengawasan 
penyetorannya.

18.Surat Pem beritahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 
su ra t yang oleh Wajib Pajak digunakan u n tu k  m elaporkan penghitungan 
d an / a tau  pem bayaran Pajak, yang teru tang  m enuru t Peraturan Perundang- 
U ndangan Perpajakan Daerah.

19. S urat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah  su ra t 
yang oleh Wajib Pajak digunakan u n tu k  m elakukan pem bayaran atau  
penyetoran pajak ke Kas Daerah a tau  ke tem pat pem bayaran lain yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah.



20 .S urat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang m enentukan besam ya jum lah  pokok pajak.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang m enentukan besam ya jum lah  
pokok Pajak, jum lah  kredit Pajak, jum lah  kekurangan pem bayaran pokok 
pajak, besam ya sanksi adm inistrasi dan jum lah  yang m asih h a ru s  dibayar.

2 2 .Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam bahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah su ra t ketetapan yang m enentukan tam bahan  a tas  
jum lah  pajak yang telah ditetapkan.

23. S urat Ketetapan Pajak D aerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah su ra t ketetapan pajak yang m enentukan jum lah  kelebihan 
pem bayaran pajak karena jum lah  kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
teru tang  a tau  tidak seharusnya terutang.

24. S urat Ketetapan Pajak D aerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
su ra t ketetapan pajak yang m enentukan jum lah  pokok pajak sam a besam ya 
dengan jum lah  kredit pajak a tau  pajak tidak teru tang  dan  tidak ada kredit 
pajak.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah su ra t 
u n tu k  m elakukan Tagihan Pajak dan a tau  sanksi adm inistrasi berupa denda.

2 6 . Pem eriksaan adalah serangkaian kegiatan u n tu k  mencari, m engum pulkan dan 
mengolah d a ta  dan  keterangan lainnya dalam  rangka pengaw asan kepatuhan 
pem enuhan kewajiban pajak berdasarkan  Peraturan Pem ndang-undangan 
Perpajakan Daerah.

2 7 . Pem bukuan adalah su a tu  proses pencatatan  yang dilakukan secara te ra tu r 
u n tu k  m engum pulkan data  dan informasi keuangan yang meliputi harta , 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta  jum lah  harga perolehan dan 
penyerahan barang dan jasa , yang d itu tup  dengan m enyusun laporan 
keuangan b em pa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir ta h u n  pajak 
terakhir.

2 8 . Penyidikan tindak  pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil u n tu k  m encari 
serta  m engum pulkan bukti yang dengan bukti itu m em buat terang tindak 
p idana di bidang Perpajakan Daerah yang teijadi serta  m enem ukan 
tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7  diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

P a sa l7
(1) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran 

m encakup rum ah m akan, kafetaria, kantin , warung, p usat ja janan  serba ada 
(Pujasera/Food Court), Bar, dan sejenisnya term asuk  J a s a  Boga/Katering 
meliputi Penjualan M akanan dan  Minuman.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaim ana dim aksud pada Ayat (1) 
meliputi pelayanan Penjualan Makan an  d a n /a ta u  M inuman, yang dikonsum si 
oleh Pembeli baik dikonsum si ditem pat pelayanan m aupun ditem pat lain. 
Term asuk d iantaranya pembelian m akan m inum  oleh Perangkat D aerah yang 
dipihak ketigakan baik dalam  bentuk  prasm anan  m aupun  yang siapkan dalam  
kotak a tau  bungkus a tau  kem asan lain yang dipersam akan.

(3) Tidak term asuk Objek Pajak Restoran sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya 
sam pai dengan Rp. 500.000,- (lima ra tu s  ribu m piah) perbulan.

(4) Pembelian oleh Perangkat D aerah sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), 
pelaksanaan  pem ungutan Pajak Restorannya langsung dibayarkan pada 
Rekening Kas Umum D aerah melalui B endahara Penerima Bapenda a tau  pada 
Bank yang d itunjuk Pem erintah Daerah dengan tetap m encantum kan nam a 
restoran, rum ah m akan, kafetaria, kantin , warung, p usat ja janan  serba ada 
a tau  ja sa  boga/katering dim an a  pembelian m akan m inum  tersebut diadakan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17

(1) U ntuk m engetahui jum lah  potensi pajak, Bapenda m elakukan Pendaftaran dan 
Pendataan jum lah  Wajib Pajak.



(2) Pendaftaran sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah kegiatan 
m endaftarkan sendiri Objek Pajak oleh Wajib Pajak yang belum  memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Bapenda, dengan mengisi formulir 
pendaftaran.

(3) Setiap orang a tau  Badan yang m elakukan u sah a  dan m erupakan Objek Pajak 
tidak m elakukan Pendaftaran sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dal am 
w aktu paling lam a 30 (tiga puluh) hari sejak dim ulainya U saha sebagai Objek 
Pajak akan dilakukan pendaftaran Objek Pajak secara jab a tan  oleh Badan 
Pendapatan Daerah.

(4) Pendaftaran objek Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan tahapan  sebagai berikut :

(5) Calon wajib Pajak mengambil, mengisi dan m enandatangani formulir 
pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;

(6) Formulir pendaftaran yang telah diisi dan  ditandantangani sebagaim ana 
dim aksud pada angka 1 Lampiran I disam paikan pada Bapenda dengan 
m elam pirkan :
a. fotokopi KTP Wajib Pajak/Penanggung jaw ab (Badan Usaha);
b. fotokopi Keterangan Domisili U saha dari Kecamatan setem pat;
c. fotokopi Surat Izin U saha Perdagangan (SIUP);
d. fotokopi Izin te tap /P rinsip  U saha Pariwisata (kecuali Pajak Penerangan 

Ja lan , Pajak Minerai Bukan Logam dan B atuan  dan Pajak Parkir);
e. fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha; dan
f. S urat K uasa berm aterai cukup jika  Wajib Pajak berhalangan dengan 

disertai Fotokopi KTP penerim a kuasa.
(7) B erdasarkan NPWPD yang telah diterbitkan, Bapenda m enyam paikan kepada 

Wajib Pajak :
a. Kartu NPWPD; dan
b. M aklum at u n tu k  dipasang pada tem pat yang m udah diingat oleh pelanggan.

(8) Pendataan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Pendataan 
Wajib Pajak barn  m aupun  Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD.

4 . Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21

(1) Pem bayaran Pajak h a ru s  dilakukan sekaligus a tau  lunas.
(2) Kepala Bapenda dapat m em berikan persetujuan kepada Wajib Pajak u n tu k  

m enunda dan m engangsur Pajak teru tang  pada kurun  w aktu te rten tu  dan 
persyaratan yang diten tukan dalam  Peraturan Bupati ini.

(3) Penundaan pem bayaran Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dilakukan 
sam pai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % 
(dua persen) perbulan dari jum lah  Pajak yang belum a tau  kurang  bayar.

(4) A ngsuran pem bayaran Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) h a ru s  
dilakukan secara te ra tu r dan b e rtu ru t-tu ru t dengan dikenakan bunga sebesar 
2% (dua persen) perbulan dari jum lah  Pajak yang belum atau  kurang bayar.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 22  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22

(1) Penundaan dan  angsuran  Pajak teru tang  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 
20 ayat (2) dapat dilakukan paling lam bat perm ohonan Wajib Pajak diajukan 9 
(sembilan) hari keija  sebelum ja tu h  tempo pem bayaran, disertai dengan alas an 
dan  bukti yang m endukung perm ohonan serta  :
a. jum lah  pem bayaran Pajak yang dimohon u n tu k  diangsur, m asa angsuran , 

dan besam ya angsuran; a tau
b. jum lah  pem bayaran Pajak yang dimohon u n tu k  d itunda dan jangka waktu 

penundaan.
(2) Jan g k a  w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilam paui dalam  hai 

Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan  Wajib Pajak sehingga Wajib 
Pajak tidak m am pu m elunasi u tang  Pajak pada waktunya.

(3) Perm ohonan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h a ru s  diajukan dengan 
m enggunakan formulir yang disediakan oleh Bapenda.



6 . K etentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 2 8  diubah,
sehingga berbunyì sebagai berikut :

Pasal 28
(1) Atas perm ohonan Wajib Pajak a tau  karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat :

a. m em betulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, a tau  STPD, SKPDN atau  SKPDLB 
yang dalam  penerbitannya terdapat kesalahan tulis d a n /a ta u  kesalahan 
hitung d an / a tau  kekeliruan penerapan keten tuan  terten tu  dalam  Peraturan 
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. m engurangkan a tau  m enghapuskan sanksi adm inistratif berupa bunga, 
denda, dan kenaikan Pajak yang teru tang  m enuru t Peraturan Perundang- 
undangan  karena kekhilafan wajib Pajak, a tau  bukan  karena kesalahannya;

c. m engurangkan a tau  m em batalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, a tau  STPD, 
SKPDN atau  SKPDLB yang tidak benar;

d. m engurangkan a tau  m em batalkan STPD;
e. m em batalkan hasil pem eriksaan a tau  ketetapan Pajak yang dilaksanakan 

a tau  diterbitkan tidak sesuai dengan ta ta  cara  yang ditentukan; dan
f. m engurangkan ketetapan Pajak a tau  kondisi te rten tu  Objek Pajak.

(2) Perm ohonan pem betulan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h a ru s  
m em enuhi persyaratan sebagai berikut :
a. setiap perm ohonan hanya dapat diajukan u n tu k  1 (satu) su ra t kepu tusan  

a tau  su ra t ketetapan sebagim ana dim aksud pada ayat (1);
b. diajukan secara tertu lis dalam  bahasa  Indonesia disertai alasan  yang 

m endukung perm ohonannya;
c. diajukan kepada Kepala Bapenda; dan
d. su ra t perm ohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/K uasanya.

(3) Dalam hai tidak ada perm ohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala 
Bapenda telah teijadi kesalahan tulis, kesalahan hitung d a n /a ta u  kekeliruan 
penerapan keten tuan  te rten tu  dalam  SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, 
a tau  STPD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) yang diterbitkannya, Kepala 
Bapenda h a ru s  m enerbitkan su ra t kepu tusan  pem betulan secara jabatan .

(4) Kepala Bapenda h a ru s  memberi kepu tusan  a tas  perm ohonan pem betulan 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dalam  jangka waktu paling lam a 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal su ra t perm ohonan pem betulan diterima.

(5) Apabila jangka w aktu sebagim ana dim aksud pada ayat (4) terlam paui tetapi 
Kepala Bapenda tidak memberi su a tu  kepu tusan  perm ohonan /pem betu lan  
dianggap dikabulkan, dan Kepala Bapenda wajib m enerbitkan su ra t keputusan  
pem betulan sesuai dengan perm ohonan Wajib Pajak paling lam a 1 (satu) bulan.

7. K etentuan ayat (1) Pasal 29  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 29

(1) Kepala Bapenda karena jab a tan n y a  dapat :
a. m engurangkan a tau  m enghapuskan sanksi adm inistrasi berupa denda dan 

kenaikan Pajak yang teru tang  m enuru t Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah dalam  hai sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak a tau  bukan karena kesalahannya;

b. m engurangkan a tau  m em batalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, a tau  STPD, 
SKPDN atau  SKPDLB yang tidak benar;

c. m em batalkan hasil pem eriksaan a tau  ketetapan Pajak yang dilakukan atau  
diterbitkan tidak sesuai dengan ta ta  cara  yang ditentukan; dan

d. m engurangkan ketetapan Pajak yang teru tang  berdasarkan pertim bangan 
kem am puan m em bayar Wajib Pajak a tau  kondisi terten tu  objek Pajak.

(2) B entuk su ra t kepu tusan  pem betulan, pem batalan, pengurangan, ketetapan 
dan penghapusan sanksi Adm inistratif kepada Wajib Pajak adalah 
sebagaim ana ditetapkan dalam  Lampiran IV yang m erupakan bagian tidak 
terp isahkan dari Peraturan  Bupati ini.

8. K etentuan ayat (1) Pasal 3 0  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat m engajukan keberatan kepada Kepala Bapenda a ta s  su a tu  :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;



e. SKPDN; dan
f. pem otongan a tau  pem ungutan oleh pihak ketiga berdasarkan keten tuan  

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertu lis dalam  B ahasa Indonesia dengan disertai 

a lasan  yang jelas.
(3) Keberatan h a ru s  diajukan dalam  jangka w aktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

su ra t tanggal pemotongan a tau  pem ungutan sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1) kecuali jika  wajib Pajak dapat m enunjukan bahw a jangka w aktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaannya diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah m em bayar paling sedikit 
sejum lah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang telah m em enuhi persyaratan sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai su ra t keberatan 
sehingga tidak dipertim bangkan.

(6) Tanda penerim aan su ra t keberatan melalui su ra t pos tercatat sebagai tanda 
bukti penerim aan su ra t keberatan.

9 . Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31

(1) Kepala Bapenda dalam  jangka w aktu paling lam a 12 (dua belas) bulan, sejak 
tanggal su ra t keberatan diterima, h a ru s  memberi kepu tusan  a tas  keberatan 
yang diajukan.

(2) K eputusan Kepala Bapenda a tas  keberatan dapat berupa m enerim a seluruhnya 
a tau  sebagian, menolak, a tau  m enam bah besam ya Pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Kepala Bapenda tidak memberi su a tu  keputusan , keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap dikabulkan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 32  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat m engajukan perm ohonan banding hanya kepada Pengadilan 
Pajak terhadap kepu tusan  m engenai keberatannya yang ditetapkan Kepala 
Bapenda.

(2) Perm ohonan banding sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertu lis dalam  bahasa  Indonesia, dengan alasan  yang jelas dalam  jangka waktu 
3 (tiga) bulan sejak kepu tusan  diterim a, dilampiri salinan dari su ra t keputusan  
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan perm ohonan banding m enangguhkan kewajiban m em bayar Pajak 
sam pai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan pu tu san  banding.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 3 4  diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34
(1) Atas kelebihan pem bayaran Pajak, Wajib Pajak dapat m engajukan 

perm ohonan pengem balian kepada Kepala Bapenda secara tertu lis dengan 
m enyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alam at Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. besam ya kelebihan pem bayaran Pajak; dan
d. a lasan  yang jelas.

(2) Kepala Bapenda dalam jangka w aktu paling lam a 12 (dua belas) bulan sejak 
diterim anya perm ohonan pengem balian kelebihan pem bayaran Pajak 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h a ru s  m em berikan keputusan.

(3) Apabila jangka w aktu sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Kepala Bapenda tidak m em berikan su a tu  kepu tusan  perm ohonan 
pengem balian pem bayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB h aru s  
diterbitkan dalam  jangka w aktu paling lam a 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak m em punyai u tang  Pajak lainnya, kelebihan pem bayaran 
Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan un tu k  
m elunasi terlebih dahulu  u tang  Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pem bayaran Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat
(1) dilakukan dalam  jangka w aktu paling lam a 2 (dua) bulan sejak 
di terbi tkannya SKPDLB.



(6) J ik a  pengem balian kelebihan pem bayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan, Kepala Bapenda m em berikan im balan denda sebesar 2% (dua 
persen) sebulan a tas  keterlam batan pem bayaran kelebihan pem bayaran Pajak.

12. K etentuan Pasal 3 7  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 37

Piutang Pajak dapat d ihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum  dalam 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat K eputusan Pembetulan, Surat K eputusan 
Keberatan, Pu tusan  Banding yang m enyebabkan jum lah  Pajak yang h a ru s  dibayar 
bertam bah a tau  Piutang Pajak m enuru t da ta  adm inistrasi Badan Pendapatan 
D aerah yang tidak dapat a tau  tidak m ungkin ditagih lagi disebabkan karena Wajib 
Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkam h arta  w arisan dan tidak 
m em punyai ahli waris, ahli waris tidak dapat ditem ukan, tidak m em punyai harta  
kekayaan lagi a tau  karena h ak  u n tu k  m elakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

13. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 38  diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut :

Pasal 38
(1) U ntuk m em astikan keadaan Wajib Pajak a tau  Piutang Pajak yang tidak dapat 

a tau  tidak m ungkin ditagih lagi sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 35 harus 
dilakukan penelitian setem pat a tau  penelitian Administratif oleh Bapenda dan 
hasilnya dilaporkan dalam  laporan hasil penelitian.

(2) Apabila a lasan  penghapusan piutang Pajak adalah selain Wajib Pajak 
meninggal dun ia  dengan tidak m eninggalkan h arta  w arisan dan tidak 
m em punyai ahli waris, ahli waris tidak ditem ukan, tidak m em punyai h a rta  
kekayaan lagi a tau  karena h ak  u n tu k  m elakukan penagihan sudah 
kedaluw arsa, m aka laporan hasil penelitian oleh Badan Pendapatan Daerah 
h a ru s  memperoleh persetu juan  terlebih dahulu  dari Kepala Bapenda.

(3) Laporan hasil penelitian sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dan (2) h a ru s  
m enggam barkan keadaan Wajib Pajak a tau  Piutang Pajak yang bersangkutan 
sebagai dasar u n tu k  m enentukan besam ya Piutang Pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39

(1) Kepala Bidang Pajak Daerah pada Bapenda setiap akhir tah u n  takwim 
m enyusun daftar penghapusan Piutang Pajak berdasarkan laporan hasil 
penelitian sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 37.

(2) Daftar u su lan  penghapusan Piutang Pajak sebagaim ana dim aksud pada ayat 
(1) setiap awal tah u n  berikutnya disam paikan kepada Kepala Bapenda.

(3) Kepala Bapenda m enyam paikan daftar u su lan  Penghapusan Piutang Pajak 
yang telah diteliti kepada Bupati u n tu k  diterbitkan keputusan  penghapusan 
Piutang Pajak yang sudah  tidak dapat ditagih dan kedaluwarsa.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 41

(1) Kepala Bapenda berwenang m elakukan pem eriksaan u n tu k  menguji 
kepatuhan pem enuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka 
m elaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a. m em perhatikan d a n /a ta u  m em injam kan buku  a tau  catatan  dokum en yang 

menjadi dasam ya dan dokum en lain yang berhubungan dengan Objek 
Pajak yang terutang;

b. m em berikan kesem patan u n tu k  m em asuki tem pat a tau  ruangan yang 
dianggap perlu dan m em berikan ban tuan  guna kelancaran pem eriksaan; 
d a n /a ta u

c. m em berikan keterangan yang diperlukan.
(3) Pem eriksaan sederhana kantor dilakukan dengan m em bandingkan laporan 

Wajib Pajak dengan basis da ta  yang dimiliki oleh Pem erintah Daerah sehingga 
nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKDLB, dan SKPDN.

(4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada Objek Pajak an ta ra  yang 
dilaporkan dengan basis da ta  Pajak yang dimiliki oleh Pem erintah Daerah, 
dilakukan pem eriksaan sederhana lapangan.



16. K etentuan ayat (1) Pasal 4 2  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 42

(1) U ntuk m elaksanakan penertiban, pengawasan, dan pengendalian Pajak Hotel 
dan Restoran, Kepala Bapenda m em bentuk Tim.

(2) Tu gas Tim sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. m elakukan penertiban pem ungutan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak 

Hiburan;
b. m elakukan inventarisasi penyelenggaraan u sah a  Hotel, Restoran, dan 

Hiburan;
c. m em antau penyelenggaraan u sah a  Hotel, Restoran dan Hiburan; dan
d. m elakukan tu g as/tin d ak an  lain terkait Pajak Hotel, Restoran dan Pajak 

Hiburan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(3) Tim sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) ditetapkan dengan K eputusan 

Bupati.

Peraturan Bupati ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penem patannya dalam  Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal n

D itetapkan di Parigi 
pada tanggal 2<3 2o'7

D iundangkan di Parigi 
pada tanggal 23  Wei ac'7

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 13


